BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.468, 2018 BPJS  Ketenagakerjaan. @ Pemberian = Nomor,
Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan
Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA
KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi
dan untuk peningkatan pelayanan serta memperluas
cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data
Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan
Pensiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat,
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Mengingat

Menetapkan

Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran

Program Jaminan Pensiun;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data
Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan

Pensiun;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA
KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM
JAMINAN PENSIUN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor S5 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan

Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan

Pensiun

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1769) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan ditambah 1 (satu)

angka yakni angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1.

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang
bertujuan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat
total tetap, atau meninggal dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya
disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan
telah membayar iuran.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah, atau imbalan dalam bentuk

lainnya.
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